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BUPATI ITATUNA,

bahrnra untuk tertib administrasi dan tepatnya
sasaran dalam mewufudkan perlindungan
kesehatan bagi penduduk Kabupaten Natuna perlu
dilakukan perubahan peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diitas maka perlu
menetapkan perubahan atas peraturan Bupati
Nomor 15 Tahun 2OlZ tentang penyelenggaraan
Program Natuna Sehat.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1gg9 tentang
Pembentukan Kabupaten pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
|_i"k, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor gg}2l sebagaimana telah dlubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor Sg Tahun lggg
tentang Pembentukan Kabupaten pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor LO7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a88O);
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2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukkan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 1 1 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42371;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20Og Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286l;

4, Undang - Undang Nomor L Tahun 2OO4 tentang
Perbendahara€rn Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  aOO);

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LSO,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44561;

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOg Nomor ll4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20 1 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun ZOLL tentang
Badan Penyelenggtra Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2Ol2
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL2 Nomor 264, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53721;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2AA tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor
s2).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NoMoR
15 TAHUN 2OT7 TENTANG PEI{YELENGARAAN
PROGRAM NATUNA SEHAT KABUPATEN NATUNA

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Peserta Program Natuna Sehat adalah penerima bantuan
pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan non kesehatan yang
diberikan pemerintah Kabupaten Natuna kepada :

a. Penduduk Kabupaten Natuna Peserta Program Natuna sehat
adalah yang tidak terdaftar sebagai peserta JKN Penerima
Bantuan Iuran/PBI dan harus memenuhi salah satu persyaratan
sebagai berikut :

1. Penduduk Miskin dan kurang mampu;
2. Penderita Penyakit Kronis yang mendapatkan rekomendasi

dari RSUD Natuna;
3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4. Tahanan Aparat Hukum;
5. Penghuni Panti Sosial;
6. Orang Terlantar;
7. Pegawai magang dan kontrak atau sebutan lainnya yang

bekerja pada instansi Pemerintah Daerah yang tidak memiliki
jaminan Kesehatan lainnya;

b. Selain Penduduk Kabupaten Natuna yang tidak memiliki jaminan
kesehatan :

1. Warga Negara Asing yang berhadapan dengan hukum di
Kabupaten Natuna;

2. Orang terlantar;
3. Tahanan Aparat Hukum.

(1)



(21 Penduduk miskin dan kurang mampu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 1 diatas adalah :

a. Penduduk yang mempunyai pendapatan dibawah Rp.SSO.OOO,-
( tiga ratus lima puluh ribu rupiah I I orunglbulan;

b. Hanya mampu. memenuhi kebutuhan dasar dengan standar beras
bulog;

c. Tidak mampu berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau
tempat kesehatan yang disubsidi pemerintah;
Rumah tidak layak huni;
Tidak m€unpu memiliki akses air bersih;
Tidak mampu memiliki jamban;
Tidak memiliki asaet yang produktif;
Penerima bantuan program pengentasan kemiskinan;
Tidak mempunyai meteramn listrik sendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuirya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada

Diundangkan di Ranai
pada ta:nsse-l 2E ?elfWVen A0({
SEKR TARIS DAERATI
I(ABT'PATEIT IIATUITA,
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LEMBARAI{ DAERAII KABUPATEN NATUNA TATII'N 2OL7 NOMoR 07


